Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Kemajemukan hukum dalam penyel esaian sengketa atas tanah adat
orang Dani di Jayawijaya

Lamech A.P., compiler

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=81070& |okasi=|okal

<b>ABSTRAK</b>

K emajemukan hukum atau pluralisme hukum merupakan salab satu tema penting dalam nuansa kgjian
antropologi hukum (Rouland, 1992:2-4). Pluralisme hukum seperti dijelaskan oleh Hooker (1975:2-4)
berkembang antara lain melalui pemerintahan kolonial dan berdirinya negara-negara baru. Di Indonesia
misalnya, proses terjadinya pluralisme hukum berawal dari penerapan hukum oleh penjajah terutama pada
masa kolonial Belanda ketika penduduk Indonesia (jajahan) digolongkan menjadi tiga golongan dimana
masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan golongan
Bumiputera (lihat: Arief, 1986:10-14; Ter Haar, 1980:21-25). Semenjak Indonesia memproklamirkan
kemerdekaannya pada tahun 1945, sistem hukum nasional diwarnai oleh koeksistensi hukum formal dari
negara dan hukum adat dari kelompok-kelompok etnis di Indonesia. Dalam hal ini, corak pluralisme hukum
di Indoensiadiwarnai oleh hukum formal yang sebagian merupakan peninggalan hukum kolonial dan
produk hukum baru pemerintah Indonesia di satu pihak dan di lain pihak adalah hukum adat dari masing-
masing kelompok etnis yang diakui keberadaannya oleh negara.

Eksistensi dan penerapan hukum yang berbeda-beda dalam kenyataan hidup bermasyarakat menimbulkan
pandangan yang berbeda mengenai hukum mana yang menjadi pilihan utama untuk diterapkan. Salah satu
aliran pendapat menyatakan bahwa bagaimanapun juga, dalam situasi pluralisme hukum, pada akhirnya
yang menentukan adalah hukum dari negara. Pendapat yang dikenal dengan sebutan legal centralism ini
ditentang oleh Griffiths (1986:4) yang menyatakan bahwa pada kenyataannya hukum negaraitu tidak
sepenuhnya berlaku. Dalam masyarakat dapat dikenai |ebih dari satu tatanan hukum. Di Indonesia kritik dari
Griffiths ini didukung oleh kenyataan bahwa terdapat kasus-kasus dimana hukum nasional belum
menjangkau semua lapisan masyarakat. Alfian (1981:148), misalnya, menunjukkan peranan yang kurang
berarti dari hukum nasional dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat Aceh. Tingkah laku mereka
banyak dipengaruhi oleh norma-norma atau nilai-nilai agama dan adat daripada peraturan-peraturan hukum
yang seyogyanya harus berlaku. Pada sisi lainnya, terutama dalam kaitannya dengan proses penyelesaian
sengketa, terdapat juga situasi dimana lembaga hukum formal untuk menyelesaikan konflik atau sengketa
tidak mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan yang jauh terpencil. Contoh dari situasi seperti ini
dijumpai pada orang Tabbeyan, sebuah desa di Kabupaten Jayapura (Irian Jaya), dimanaterjadi konflik baik
antar warga masyarakat itu sendiri maupun antara warga desa itu dengan pemegang hak pengusahaan hutan
(HPH) yang konsesi hutan di daerah tersebut, namun tidak mudah memperoleh akses untuk menggunakan
lembaga peradilan formal untuk menyelesaikannya (Tjitradjagja, 1993).

K eberadaan yang sesungguhnya dari sistem-sistem hukum dalam situasi pluralisme hukum dapat dilihat
dalam pola pilihan yang dibuat terhadap sistem-sistem hukum tersebut dan hagaimana sistem-sistem hukum
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yang berbeda itu secara efektif dapat dipakai untuk menyelesaikan setiap masalah hukum yang timbul dalam
masyarakat yang bersangkutan, terutama dalam penyelesaian sengketa yang timbul (Hooker, 1975). Secara
teoritis semua sistem hukum mendapat peluang yang sama untuk dipilih sebagai sistem yang diandalkan
dalam menghadapi setiap peristiwa hukum. Namun demikian pada kenyataannya pilihan-pilihan hukum
manayang dipakal bergantung pada strategi pembangunan hukum negara yang bersangkutan dan situasi-
Situasi nyata yang mengarahkan pilihan atas suatu sistem hukum. Dalam kaitan inilah proses penyelesaian
sengketa pada suatu situasi pluralisme hukum dapat dipakal sehagai suatu pendekatan dalam menganalisa
keberadaan dan keefektifan dari sistem hukum yang ada dalam memecahkan permasal ahan hukum yang
dihadapi oleh warga masyarakat.



